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SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

a.

1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor L2
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Mahakam Ulu sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik



Menetapkan:
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

o 5010

10.

11.

12.

1:3:

14.

15.

16.

17.

Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Berbasis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.
Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengkikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian
atas hasilnya, serta penyajian laporan.

Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-
prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar
Akuntansi pemerintahan bagi komite standar Akuntansi pemerintahan
dan merupakan rujukan penting bagi komite standar Akuntansi
pemerintahan, penyusun laporan keuangan dan pemeriksa dalam
mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas
dalam pernyataan standar Akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah
prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
pejabat pengelola keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas
sebagai BUD.

Entitas Pelaporan adalah unit yang terdiri dari satu atau lebih entitas
Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan Akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas
Pelaporan.

Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang
berada di satuan kerja Perangkat Daerah.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan
laporan operasional dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan
keuangan Entitas Pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan laporan realisasi
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anggaran, belanja, surplus/defisit laporan realisasi anggaran,
pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-
masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan
penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan yang terdiri atas
anggaran lebih awal, sisa lebih perhitungan anggaran, sisa kurang
perhitungan anggaran, koreksi dan saldo anggaran lebih akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal
tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode
Akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang selanjutnya disebut
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, LO, laporan perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas
dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB 11
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis
Akrual.

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. Kebijakan Akuntansi akun.

(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur laporan keuangan yang
berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(4) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
mengatur  definisi, Pengakuan, Pengukuran, penyajian dan
Pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP atas:

a. pemilihan metode Akuntansi atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP;
dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas Kebijakan Akuntansi dalam SAP.

Pasal 3

(1) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. penyajian laporan keuangan;
c. Laporan Realisasi Anggaran dan LPSAL;
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Neraca;

LO dan Laporan Perubahan Ekuitas;
Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Kebljakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf b terdiri atas:

BECRTCPROSAO T

Kebijakan Akuntansi kas dan setara kas;
Kebijakan Akuntansi persediaan;
Kebijakan Akuntansi piutang;

Kebijakan Akuntansi investasi,
Kebijakan Akuntansi aset tetap;
Kebijakan Akuntansi aset lainnya,;
Kebijakan Akuntan kewajiban,
Kebijakan Akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
Kebijakan Akuntansi beban;

Kebijakan Akuntansi belanja;

Kebijakan Akuntansi transfer;

Kebijakan Akuntansi pembiayaan;

. Kebijakan Akuntansi dana cadangan,

Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan
Akuntansi, perubahan estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak
dilanjutkan; dan

laporan keuangan konsolidasi.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pelaporan dan Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 5

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas
Pelaporan berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan
tahunan, paling sedikit terdiri atas:

m0 a0 o
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LRA;

LPSAL;

Neraca;

LO;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas
Akuntansi untuk Unit Pemerintahan berkewajiban menyusun laporan
keuangan tahunan, paling sedikit terdiri atas:

a.

b.

C.

d.

e.

LRA,

LO;

Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah
BUD berkewajiban menyusun Laporan Keuangan, paling sedikit terdiri
atas:

a.

LRA;



LO;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mahakam Ulu
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2014 Nomor
19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Berita Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam
Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 1 Agustus 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
TTD
STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARSENIUS LUHAN. SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016




